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ABSTRAK 

 

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG 
(Liquified Petroleum Gas) Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan 
Kriminal Yang Bersifat Integral. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pendekatan Non Penal, Pengoplosan Tabung Gas.  

Kegiatan usaha yang dilakukan harus dilandasakan pada aturan hukum yang 
berlaku didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemberlakuan hukum 
tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan yang ditetapkan 
menjadikan terciptanya masalah hukum yang akhirnya berurusan dengan terhadap 
aparat penegakan hukum sehingga menimbulak prespektif ditengah masyarakat 
yaitu adanya kejahatan yang dilakukan orang atau badan hukum. Semakin marak 
terjadinya kecurangan dalam pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh agen-
agen LPG terhadap ketidaksesuaian berat isi gas LPG yang bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan.  

Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dikarenakan suatu 
penelitan haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan 
hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu 
karya ilmiah.  

Pada dasarnya pelaku usaha baik badan atau orang melakukan tindakan 
pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dikarenakan faktor untuk 
mempertahankan dan memperbanyak profit atas kegiatan usaha yang dilakukan dan 
juga didasarkan karena faktor ekonomi Dengan pengawasan dan regulasi yang 
diperketat oleh pemerintah dan semua unsur aparat penegak hukum maka terhadap 
yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pengisian, pengangkutan dan penyimpanan 
terhadap tabung dan pengendalian atas distribusi terhadap bisnis tabung gas yang 
aman dan legal.  

Dengan menggunakan pendekatan non penal (non hukum pidana) maka 
terciptalah kondusivitas dan pelaksanaan hukum dengan baik karena telah dicegah 
dari dini kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha 
penyaluran dan pendistribusian tabung gas 3 kg bersubsidi.  

 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pendekatan Non Penal, Pengoplosan Tabung Gas.  
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ABSTRACT 

 

Title Tesis : Law Enforcment Against The Criminal Act Of Gas Mixing (Liquified 
Petroleum Gas) viewed from a non-penal approach in integral criminal policy  

Keyword : Law Enforcement, Non Penal Approach, Gas Cylinder Copying.  

Business activities carried out must be based on the rules of law that apply 
in the nation and state. With the enactment of the law, parties who violate the rules 
that have been established cause legal problems which ultimately deal with law 
enforcement officials so as to create a perspective in the midst of society, namely 
the existence of crimes committed by persons or legal entities. The more widespread 
the occurrence of fraud in filling LPG gas cylinders carried out by LPG agents 
against the discrepancy in the weight of the contents of LPG gas which aims to get 
a large profit from the sale.  

The research method used is Normative Juridical because a research must 
be required in all ways and forms to obtain results and conclusions on what is 
researched to be developed into a scientific work.  

Basically, business actors, both bodies or people, carry out LPG (Liquified 
Petroleum Gas) bottling actions due to factors to maintain and increase profits on 
business activities carried out and also based on economic factors With the 
supervision and regulation tightened by the government and all elements of law 
enforcement officials, what is done by business actors filling, transporting and 
storing cylinders and supervising the distribution of safe and legal gas bottling 
businesses.  

With a non-punitive approach, it creates conduciveness and good 
implementation of the law because prevention has been carried out from the 
beginning to every person or entity that conducts business activities in the 
distribution and distribution of 3 kg gas cylinders.  

 

Keywords : Law Enforcement, Non Penal Approach, Gas Cylinder Copying.  

 


